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Pendahuluan

Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah lebih dari 20 tahun keluar
masuk Program Legislasi Nasional,tanpa ingin menunda kembali maka pada tanggal 25 September
2025 melalui Badan Legislasi DPR Rl,akhirnya RUU PPRT masuk dalam dafrar Prolegnas Prioritas.
Adapun prospek pembahasannya ialah untuk memberikan payung hukum secara khusus bagi PRT di
Indonesia.

Belum di sahkannya RUU PPRT mengakhibatkan belum terakui sebagai pekerja formal,rentan
terhadap pelanggaran hak dasar seperti upah yang minim,dan hak dasar lainnya,rentan mengalami
diskriminasi berbagai bentuk kekerasan,dan sulitnya mendapatkan akses keadilan karena lingkup
kerja berada dalam ranah privat.

Pada September 2025,dalam RDPU bersama Baleg DPR RI,Menteri Ketenagakerjaan Yassirli
memberikan dukungan secara penuh terhadap pengesahan RUU PPRT sebagai payung hukum khusus
bagi PRT di Indonesia.
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Kajian Penelitian Terdahulu

e Maria Yohanista Erowati (2024): RUU PPRT dalam pespektif Proses advokasi
politik - berbeda karena dalam penelitian in1 mengevaluasi instrumen
hukum yang selama in1 memberikan perlindungan terhadap hak PRT.

e Regita dan Muhammad (2025) : membahas terkait perspektif Analisis
urgensi perlindungan hukum dan dampak ketiadaan regulasi — berbeda
membahas efektivitas perlindungan hukum bagi PRt

e Kurniawan et al (2024) : pembahasan dalam perspektift HAM dan Demokrasi
ekonomi - berbeda,membahas bagaimana RUU PPRT dan UU PPRT
memberikan jaminan perlindungan hak terhadap PRT.
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Rumusan Masalah

Bagaimana prospek perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga
dengan adanya RUU PPRT?

Pertanyaan Penelitian :

1). Apakah instrumen hukum yang ada di Indonesia sudah memadai dalam
melindungi hak pekerja rumah tangga di Indonesia?

2.) Bagaimanakah efektivitas perlindungan hukum pekerja rumah tangga di
Indonesia?

3.) Bagaimanakah seharusnya RUU PPRT mengatur jaminan perlindungan
hak pekerja rumah tangga di Indonesia?

4). Bagaimanakah UU Nomor 2 Tahun 2026 Tentang PPRT dalam
memberikam perlindungan hak PRT di Indonesia?
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Penelitian ini menggunakan metode Sosio Legal,yakni memadukan antara penelitian normatif dan empiris.

Penelitian normatif dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan guna mengkaji aturan hukum yang
membingkai perlindungan hak PRt dan RUU PPRT melalui penafsiran yang bersifat futuristik.

Penelitian empiris dilakukan melalui pendekatan politik hukum sebagau pisau untuk mengasah urgensitas dasar nilai dan cita
yang seharusnya diunggah dalam RUU PPRT dan sosiologi hukum digunakan untuk menakar dan melihat efektivitas bekerjanya
norma dan sistemm hukum yang selama ini bekerja dalam melindungi hak PRT di Indonesia

Penelitian menggunakan Data Primer dan Sekunder : Data Primer diperoleh melalui proses wawancara dengan Dinas
Ketenagajerjaan,Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di wilayah Jawa Timur,Aktivis JALA PRT,salah
satu PRT di wilayah Cilacap.Data Sekunder diproleh melalui Sumber Hukum Primer dan Sumber Hukum Sekunder :

Sumber Hukum Primer terdiri atas :
1). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT
3). Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 Tentang PPRT
4). UU Nomor 2 Tahun 2026 Tentang PPRT
Sumber Hukum Sekunder terdiri atas RUU PPRT,berbagai publikasi ilmiah baik jurnal,artikel,dan media massa.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif,yakni membandingkan ketentuan hukum
dan praktik empiris di lapangan.Tolak ukur efektivitas nirma dan sistem hukum dapat dilihat pabalila PRT mengalami
diskriminasi dan berbagai bentuknkekrasan dapat melapor dan di proses dengan tuntas maka sistem hukumndapat

amun apabila PRT tidak dapat melapor atau laporan terpaksa di cabut akibat tekanan maupun ancaman
karena relasi tersebut berada dalam ranah privat maka sistem hukum belum berjalan efektif.
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Hasil dan Pembahasan

1. Instrumen Hukum Yang Memberikan Perlindungan Terkait Hak PRT di Indonesia.

Dikarenakan PRT belum memiliki payung hukum khusus,maka dalam perlindungan hukumnya,masih berantung pada Undang-undang
nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan hukum terkait hak bagi pekerja penerima upah.Dalam
wawancara yang dilakukan dengan Dinas ketenagakerjaan,pengawasannya masih bergantung pada Permenaker Nomor 2 Tahun 2015
Tentang PPRT yakni terkait pengawasan terhadap LPPRT.Pusat Pelayanan Terladu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam
mengadvokasi dan mendampingi PRT yang mendapatkan kekerasan serta penelantaran dai pemberi kerja dan penyalur masih
menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT,kemudian JALA PRT dalam memberikan pendampingan hukum
kepada PRT yang memiliki kesulitan dalam mendaptkan hak dasarnya serta berbagai bentuk kekerasan pun masih menggunakan
undang-undang yang sama.

2. Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi PRT di Indonesia

Selama ini perlindungan bagi PRT melalui berbagai peraturan perundang-undangan belum berjalan efektif,hal tersebut dikarenakan
masih ditemukannya kekosongan hukum sehingga para PRT masih dianggap sebagai pekerja penerima upah sektor informal,sehingga
kerap mendapatkan diskriminasi baik terkait hak dasar,berbagai bentuk kekerasan,serta akses jaminan sodial yang sulot di dapatkan,
relasi kuasa pemberi kerja lebih tinggi,serta sanksi yang masih timpang,hal inilah yang menjadikan tindak diskriminasi terhadap PRT
sulit terputus.

-
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Hasil dan Pembahasan

Undang-undang

Tentang
Ketenagakerjaan

Perlindungan bagi
pekerja/buruh penerima
upah formal yang bekerja
di perseorangan, instansi

atau perusahaan.

Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang

% Nomor 23 Tahun 2004
Tentang PKDRT

Perlindungan bagi PRT
ketika mendapatkan
kekerasan dari pemberi

kerja.

Permenaker

@ Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Perlindungan PRT

Perlindungan terhadap hak
dan kewajiban berbagai
pihak (PRT, Pemberi Kerja,
Penyalur).

RUU PPRT
(Draft 2023)

Pengakuan PRT sebagai

pekerja dan perlindungan

hak dan kewajiban
(PRT, Pemberi Kerja,
Penyalur).

Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2026

> Tentang PPRT

PRT diakui sebagai

pekerja serta perlindungan
hak dan kewajiban berbagai
pihak (PRT, pemberi
kerja, penyalur).

Persorangan yang
dimaksud adalah
pengusaha yang
menjalankan perusahaan
milik pribadi atau

milik orang lain.

Terdapat sanksi Pidana
dan denda bagi pemberi
kerja.

elum adanya jaminan
Bel d

sosial dan penyelesaian
perselisihan hubungan

kerja.

Perlindungan jaminan

| sosial dan penyelesaian

perselisihan hubungan

kerja.

Adanya jaminan sosial
serta penyelesaian
perselisihan hubungan
kerja (PRT, penyalur,
dan pemberi kerja).

PRT sebagai pekerja
penerima upah tidak

termasuk di dalamnya.

PRT masih dianggap
sebagai anggota

keluarga.

Sanksi administrasi

bagi LPPRT.

Larangan berbagai
bentuk diskriminasi dan
kekerasan bagi PRT,
adanya Sanksi Pidana
dan denda bagi LPPRT
dan Pemberi Kerja.

Sanksi administrasi

bagi penyalur.

Gambar /. Tabulasi Perbandingan Regulasi PPRT
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Lanjutan

Pada UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,Pasal.1 angka 3 memberikan
perlindugan hukum bagi pekerja penerima upah yang bekerja pada perseorangan,instansi,atau
perusahaan,akan tetapi pada Pasal 1 angka 5 huruf a dan b menyatakan perseorangan disini
1alah pengusaha yam%1 menjalankan usaha milik pribadi/orang lain,sedangkan PRT sebagai
pekerja penerima upah sektor informal yang bekerja pada perseorangan sektor domestik tidak
termasuk di dalamnya.

UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang PKDRT memberikan perlindungan hukum bagi PRT dari
berbagai bentuk kekerasan yanh dilakukan oleh pemberi kerja yang mana sanksi pidana dan
denda terdapat dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49,akan tetapi dalam Pasal 2 PRT masih
dianggap sebagai am§gota keluarga,bukan sebagai pekerja sehingga pekerjaan belum dapat
dokatakan profesional.

Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 Tentang PPRT telah mengatur hak dan kewajiban masin%—
masing pihak,akan tetapi dalam Pasal 27 ayat (2) sanksi administrasi hanya berlaku bagi LPPRT,
sehingga jila ada pelanggaran hak-hak dasae yang dilakukan pemberi kerja tidak dikenakan
sanksi apaEun,serta belum adanya pembahasan jaminan sosial dan penyelesaian perselisihan
hubungan kerja menyebabkan perlindungan hukumnya kurang efektif.
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Lanjutan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengam Disnaker di wilayah Jawa Timur bahwa dalam praktik perlindungan hukum
bagi PRT masih mengalami kendala,dalam keterangannya menyebutkan bahwa pengawasan masih terbatas hanya kepada lembaga
penyalur yakni terkait legalitas perizinan dan belum dapat menjangkau ke ranah tempat pemberi kerja,meskipun Disnaker memiliki
subsidi JKK dan JKM bagi pekerja penerima upah dan BPU akan tetapi PRT tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut dikarenakan
bukan binaan dari Disnaker sehingga belum terdata.

Kendala yang sama dialami oleh P2TP2A di wilayah Jatim dalam meaksanakan pendampingan hukum terhadap PRT yang mengalami
kekeraaan seksual dari pemberi kerja yang mana berujung pada pencabutan laporan dari pihak korban tanpa sepengetahuan
pendamping hukum,kemudian penelantaran calon PRT di tempat penyalur yang tidak diberikan akses apapun serta tidak ada kejelasan
pekerjaan berujung pada mediasi,serta PRT yang mengalami eskploitasi kerja dan over job berujung jatuh sakit da berakhir di
pulangkan,biaya pengobatan tidak di tanggung oleh pemberi kerja.

JALA PRT mengalami kendala dalam melaksanakan pendampingan hukum terhadap PRT yang mengalami kendala pengupahan,namun
sebagian ada yang terselesaikan,akan tetapi untuk tindak kekerasan masih mengalami kesulitan.

Salah satu PRT di wilayah Cilacap memberikan keterangan bahwa selama 3 tahun mendapatkan kenailam gaji,akan tetapi pekerjaan
tidak sesuai perjanjian awal dimana pada awalnya hanya mengurus lansia kemudian merambah ke pekerjaan domestik lainnya,
setahun pertama tidak mendapatkan libur,tahun berikutnya mendapatkan libur pun melalui berbagai kesepakatan menjadi libur 2 kali
selama sebulan,jam kerja yang panjang dirasakan bersama rekan seprofesinya.Hal tersebut dikarenakan belum adanya payung hikim
khusus sehingga para PRT rara-rata masih melakukan pekerjaan dengan perjanjiam lisan,adapun perjanjian tertulis menurut Disnaker
dan JALA PRT masih tetap sama secara ketenagakerjaan tidak seperti para pekerja formal,dan PRT masih lemah secara sosial,ekonomi
dan oengetahuan akan hukum yang menyebabkan mereka kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum.
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Lanjutan

3. Pengaturan RUU PPRT Dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Hak PRT di Indonesia

RUU PPRT bertujuan menutup kekosongan hukum dan menjadi payung hukum khusus bagi PRT.

Pasal 1 PRT diakui sebagai pekerja sehingga hubungan kerja dibangun secara profesional sesuai hak
dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 8 mengatur perjanjian dilakukan sera tertulis,bertujuan dalam melindungu hak-hak PRT.

Pasal 12 mengatur terkait jaminan kesehatan menjdi tanggungjawab pemerintah,sedangkan jaminan
sosial ketenagakerjaan menjadi tanggungjawab pemberi kerja dan PRT,bertujuan dalam melindungi
PRT jika jatuh sakit,kecelakaan kerja,dan risiko lain dalam hubungan kerja sehingga kesejahteraan
sosial PRT terjamin.

Perselisihan hubungan kerja dapat diselesaiakan antar para pihak,pada Pasal 26 melalui musyawarah,
apabila tidak mencapai kesepakatan melalui Pasal 27 dapat dilakukan mediasi,jika tidak tercapai
dapat menempuh upaya litigasi.

Pasal 28 laranga pemberi kerja melalukan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan,dan pada Pasal
29 larangan penyalur melakukan intimidasi dan pemberian informasi palsu terkait legalitas usahanya
yang akan merugikan PRT.

gerikerja dan penyalur melangggar larangan tersebut,maka melalui Pasal 30 sampai
sal 3: lapat sanksi Pidana dan denda sebagai efek jera,serta melindungi hak-hak PRT.
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Lanjutan

4. UU Nomor 2 Tahun 2026 Tentang PPRT dalam memberikan perlindungan hukum bagi PRT di
indonesia

Pasca pengesahan UU PPRT pada 21 April 2026,dihrapkan perlindungan hukum bagi PRT semakin
optimalpada Pasal 1 memberi pengakuan terhadap PRT sebagai pekerja penerima upah formal.

Pasal 16 mengatur jaminan kesehatan menjadi tanggungjawab pemerintah,serta jaminan
ketenagakerjaan menjadi tanggungjawab pemberi kerja dan PRT,namun apabila jaminan kesehatan tidak
di peroleh dari pemerintah,maka menjadi tanggungan pemberi kerja.

Pengaturan penyelesaian hubungan kerja ada pada pasal 31 melalui musyawarah,dan Pasal 32 melalui
mediasi bersama dengan mediator ketenagakerjaan,yang mana mekanisme tersebut hanya berlaku untuk
kendala dalam sistem pengupahan antara pemberi kerja dan PRT.

Pasal 28 mengatur sanksi administrasi hanya ditujukan kepada P3RT terkait oemotongan upabh,
penahanan dokumen,menempatkan PRT selai kepada perorangan,atau memaksa pekerja tetap terikat
dalam pernjanjian.Belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur larangan terhadap tindakan
kekerasan,intimidasi atau bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pemberi kerja maupun P3RT.
Akibatnya,belum terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana maupun denda atas pelanggaran tersebut,
sehingga perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya mampu mencegah risiko terjadinya
berbagai tindakan diskriminatif terhadap pekerja rumah tangga.
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Lanjutan

5. Prospek Perlidungan PRT dengan adanya RUU PPRt

Disahkannya RUU PPRT,diharapkan perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga akan semakin optimal,pengaturan tersebut dapat
memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak dasar PRT,termasuk hak atas jaminan sosial dan jaminan ketenagakerjaan.
Pengaturan mengenai larangan berbagai bentuk diskriminasi serta pemberian sanksi pidana dan denda bagi pemberi kerja maupun
lembaga penyalur yang melakukan pelanggaran diharapkan dapat mengurangi praktik kekerasan dan eksploitasi terhadap PRT

terdapat dalam draft RUU PPRT tahun 2023,sedangkan dalam UU PPRT Nomor 2 Tahun 2026 belum mengatur mengenai larangan
berbagai diskriminasi dan sanksi pidana dan denda bagi kedua belah pihak apabila melakukan larangan tersebut.

Adanya pengaturan ini,kewenangan instansi terkait dalam praktiknya juga berpotensi menjadi lebih optimal.Dinas Ketenagakerjaan
sebelumnya hanya berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga penyalur,nantinya diharapkan dapat melaksanakan
pengawasan secara lebih menyeluruh terhadap pelaksanaan hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja sesuai dengan ketentuan
dalam RUU PPRT.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak,yang berperan mengadvokasi dan memberikan pendampingan kepada
PRT yang menjadi korban diskriminasi,dengan adanya pengaturan mengenai sanksi tegas bagi pemberi kerja yang melakukan
kekerasan,maka dalam proses penegakan hukumnya diharapkan menjadi lebih efektif,sebab telah didukung oleh dasar hukum yang
lebih jelas.Kondisi tersebut memungkinkan P2TP2A melaksanakan pendampingan hukum dengan lebih optimal.

Bagi JALA PRT,keberadaan RUU PPRT memberikan prospek yang lebih baik dalam upaya perlindungan dan penegakan hak-hak PRT.
Perkara yang sebelumnya sulit diproses akibat belum adanya dasar hukum yang memadai diharapkan dapat diselesaikan melalui
mekanisme hukum yang lebih efektif melalui penerapan sanksi pidana dan denda terhadap pemberi kerja maupun lembaga penyalur
yang melanggar ketentuan.
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Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa instrumen hukum yang selama ini mengatur
perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia belum memadai sehingga perlindungan hukumnya
belum efektif. Kendala tersebut diperkuat oleh terbatasnya kewenangan Dinas Ketenagakerjaan yang
hanya mengawasi P3RT/LPPRT, hambatan P2TP2A dalam penanganan perkara karena banyak kasus
berakhir melalui mediasi atau pencabutan laporan, serta JALA PRT yang belum dapat mengoptimalkan
advokasi akibat belum adanya dasar hukum yang komprehensif. Dibandingkan dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2026 tentang PPRT, RUU PPRT Tahun 2023 memberikan perlindungan yang lebih
komprehensif karena selain mengatur pengakuan status pekerja, hubungan kerja, jaminan sosial, dan
penyelesaian perselisihan, juga mengatur larangan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi,
serta sanksi pidana dan denda bagi pemberi kerja maupun P3RT yang melakukan pelanggaran.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 telah memberikan kemajuan melalui pengakuan
pekerja rumah tangga sebagai pekerja penerima upah formal, namun pengaturannya masih belum
mengakomodasi larangan diskriminasi serta sanksi pidana secara tegas, sehingga substansi
perlindungannya belum sekomprehensif RUU PPRT Tahun 2023.
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